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Abstract

The aim of this research is to determine the significant influence of public policy
transparency on the quality of BPKD Pandeglang Regency's financial reports. To
determine the significant influence of internal supervision on the quality of BPKD
Pandeglang Regency's financial reports. To find out how accountants’ competence
moderates the influence of public policy transparency on the quality of BPKD
Pandeglang Regency's financial reports. To determine the competency of
accountants to moderate the influence of internal supervision on the quality of BPKD
Pandeglang Regency's financial reports. The research method used is quantitative
research, the unit of analysis used in this research is BPKD Pandeglang Regency
employees totaling 39 respondents in the accounting and treasury fields and the
sample used is a saturated sample. The data collection tool is using a questionnaire
and variable measurement using a Likert scale. The results of this research prove
that public policy transparency and internal control have a significant effect on the
quality of financial reports, but employee competency is not proven to be a
moderating variable

Keywords: Transparency of Public Policy, Internal Control, Employee Competence

Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh signifikasi transparansi
kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang.
Untuk mengetahui pengaruh signifikasi pengawasan internal terhadap kualitas
laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui kompetensi
akuntan memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas
laporan keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui kompetensi
akuntan dapat memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan
keuangan BPKD Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan jenis
penelitian kuantitatif, unit analisis yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pegawai BPKD Kabupaten pandeglang berjumlah 39 responden di bidang akuntansi
dan perbendaharaan dan sampel yang digunakan vyaitu sampel jenuh. Alat
pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan pengukuran variabelnya
menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini membuktikan transparansi kebijakan
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publik dan pengawasan internal berpengaruh signifikan berhadap kualitas laporan
keuangan, tetapi kompetensi pegawai tidak terbukti sebagai variabel moderasi

Kata Kunci : Trasnparansi kebijakan Publik, Pengawasan Internal, Kompetensi
Pegawai

I. PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan.
Ini tecermin dari jumlah capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) LKPD yang telah
melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
tetapi, masih terdapat 23 Pemerintah daerah (Pemda) yang sampai saat ini belum pernah
meraih opini WTP sejak pertama kali diaudit oleh BPK.
https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=41476. Sebanyak 23 pemda tersebut terdiri atas 22
pemkab dan satu pemerintah kota yang tersebar di tujuh provinsi. Salah satu indikator
kualitas laporan keuangan adalah opini dari kantor akuntans publik atau dari BPK jika
pemerintah daerah (Qomah, 2021)

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas Dana pusat yang digelontorkan ke daerah
melalui DAK maupun Dana Penyesuaian teralokasi secara besar-besaran di infrastruktur,
yang menurut beberapa penelitian kami, pos ini paling rawan dikorupsi. Audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menemukan ketidakpatuhan, standar pengendalian
internal, dan administrasi. Namun rekomendasi yang diberikan (hanya) perbaikan, bukan
tindakan tegas. Kasus suap dana PEN berkenaan dengan pengajuan pinjaman dana
PEN tahun 2021 sebesar Rp 350 miliar untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi
Tenggara. Ketiga tersangka diduga menerima suap dari Bupati Kolaka Timur
nonaktif Andi Merya Nur untuk persetujuan pengajuan pinjaman dana PEN. Jumlah
suap yang diterima  disebut-sebut mencapai Rp 2,405 miliar.
https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/

Korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan, namun juga dalam proses
perencanaan, bahkan pada tahap ini bisa dibilang lebih kental. Dalam proses
perencanaan anggaran terdapat 5 aspek yang mewarnai, yaitu top down, bottom up,
partisipasi, teknokrasi, dan politik. Proses top down, anggaran yang digelontorkan
dari pusat ke daerah sudah diatur (given), sedangkanbottom up, sejauh ini hanya
formalitas, karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah
proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
Masyarakat belum dilibatka dalam perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya
diberi sosialisasi hasil dari perencanaan yang sudah terbentuk.

Yanti et al., (2020); Ikriyati & Aprila, (2019) mengemukakan rendahnya
kualitas laporan keuangan salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan sistem
pengendalian intern yang belum memadai. Sistem akuntansi sebagai sistem
informasi baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kondisi saat ini, banyak
permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan transparansi kebijakan publik,
pengawasan internal, kualitas laporan keuangan , dan komptensi akuntan
pemerintah di indonesia (Ramzijah, 2020). Organisasi sektor publik sering diartikan
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sama dengan organisasi pemerintah, namun pada kenyataannya organisasi
pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor
publik sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik

Sururi, (2019) mendefinisikan pelayanan publik sebagai proses pemenuhan
setiap kebutuhan masyarakat melalui instansi terkait. Pemenuhan kebutuhan
tersebut dapat berupa barang dan jasa khususnya jasa dapat berupa angkutan umum
seperti pesawat terbang, kereta api, angkutan penyeberangan laut dan angkutan
darat, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Peraturan Pemerintah No.
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 7 ayat 1 mengamanatkan
bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah bisa dilaksanakan
secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju
akrualmenjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual serta
memberikan masa transisi untuk perubahan dari kas basis ke akrual basis dalam
waktu 5 tahun.

Murapi, (2020) mendapati bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Temuan tersebut sama
dengan penelitian (Tahir et al., 2021)) yang menyimpulkan bahwa kualitas
informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dengan demikian, semakin
baik kualitas informasi, pengguna akan merasa semakin puas juga karena informasi
yang dihasilkan akan berdampak terhadap pengambilan keputusan yang semakin
tepat (Alfiani et al 2022). Juniartha & Sugiarto Asana, (2020) mengatakan bahwa
laporan keuangan adalah produk yang harus dihasilkan oleh profesi atau disiplin
akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan keuangan yang berkualitas membutuhkan
pengelolaan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Hal yang serupa juga
dikemukakan oleh (Kusumawardhani & Muanas, 2020) yang mengatakan bahwa
kualitas peaporan keuangan adalah hasil dari informasi yang bermanfaat bagi
pemakainya dengan menyediakan informasi tersebut sesuai dengan karakteristik
kualitatif kualitas informasi keuangan. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya
dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi
sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya
manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Juniartha & Sugiarto
Asana, 2020). Pengawasan internal menjadi point penting untuk menghindari
adanya penyalahgunaan wewenang dan kebijakan. Serta pengawasan internal yang
akan meingkatkan kinerja pegawai dan kualitas pemerintak daerah(Jatmiko, 2020)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu kondisi
dimana sesesorang harus mematuhi sebuah peraturan atau perintah yang telah
diberikan (Mawuntu et al., 2020) Teori kepatuhan, dapat mendorong seseorang
lebih taat terhadap peraturan yang ada. norma atau kaidah yang berlaku seharusnya
teori kepatuhan dapat di terapkan dalam lingkup akuntansi. terlebih kepatuhan
dalam pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap keuangan yang telah dikelola
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merupakan hal yang mutlak dan harus dipenuhi (Nkundabanyanga et al., 2019).
Teori kepatuhan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara transparansi publik, pengawasan internal, serta kompetensi pegawai dengan
kualitas laporan keuangan.

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik Selain adanya akuntabilitas dalam siklus
anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan
(Muraina & Dandago, 2020). Transparansi merupakan salah satu prinsip good
goverment. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat
kebijakan—kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh
DPRD dan masyarakat. Transparansi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Auyong & Chin, 2019).
Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan
kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk
diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta
implementasi kebijakan tersebut (Adiputra et al., 2018)

Manfaat penting transparansi mencegah  korupsi;lebth mudah
mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; Meningkatkan akuntabilitas
pemerintahan ehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja
pemerintah;Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk
memutuskan kebijakan tertentu;Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik
terhadap pemerintah akan terbentuk (Jatmiko, 2020). (Ramzijah, 2020)
menyebutkan indikator-indikator dari transparansi yaitu Penyediaan informasi
yang jelas, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan
jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap,
Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga
non pemerintah.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan (Asmara & Hamidah, 2022).  Novitasari et al., (2020) menegaskan
bahwa pengawasan internal merupakan keseluruhan dari proses audit, review,
evaluasi, pemantauan serta pengawasan lain akan penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dengan efektif dan
efisien dalam rangka mewujudkan good governance. Pengawasan internal beriringan
dengan pengendalian internal (Hassan & Lee, 2019).

Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan perusahaan,
meminimalisir potensi kejadian di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah
munculnya kerugian aset, meningkatkan keandalan data pelaporan keuangan, serta
mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang ditetapkan (Abbaszadeh et al.,
2019). Tujuan lain dari pengawasan internal yaitu untuk memperoleh informasi yang
objektif dari kegiatan yang diawasi (Arifudin, 2020). Hasil audit harus
dipublikasikan secara meluas kepada masyarakat, sehingga apa yang disajikan,
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dilaporkan, dan di pertanggungjawabkan sesuai keinginan masyarakat dalam
kegiatan pelaksanaannya.

Komponen Pengawasan Internal, Committee of  Sponsoring
Organizations (COSO) menyebutkan elemen pengendalian internal terdiri atas lima
komponen: Lingkungan Pengendalian (Control Environment); Penaksiran Resiko
(Risk Assessment); Aktivitas Pengawasan (Control Activities); Informasi dan
Komunikasi (Information And Communication); Pemantauan (Monitoring) (Dangi
et al., 2020). Indikator Keberhasilan Pengawasan, Meningkatnya disiplin, prestasi
dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Berkurangnya penyalahgunaan
wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai berikut:
Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, Terpenuhinya hak-hak
pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sebagai
misal, gaji pegawai negeri diterima oleh yang bersangkutan secara tepat waktu dan
jumlah,Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar,Cepatnya
penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh banyak faktor,
laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung
jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, dalam pelaksanaan
tanggung jawab mengelola organisasi (Alim et al., 2021). Informasi yang terdapat
pada laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua
kelompok pengguna (Arthur & Tang, 2017) Laporan keuangan ialah catatan
informasi organisasi dalam satu periode akuntansi, yang menjadi gambaran atas
kinerja organisasi tersebut. Dalam laporan keuangan tersebut tersusun atas berbagai
informasi terkait posisi keuangan dan berbagai transaksi dari organisasi yang
melaporkan tersebut. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan
menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevansi (relevance), keterandalan (reliable),
dapat diperbandingkan (comparibility), dan dapat dipahami (understandability)
(Furgan et al., 2020)

Kompetensi Pegawai

Potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam
mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi,
tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit
bagi organisasi untuk mencapai tujuannya(Otoo, 2019). Kualitas sering digunakan
ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita
memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan(Potnuru et
al., 2019) ( Tanjung, 2021). Pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan
dalam pembangunan masyarakat, kualitas tidak hanya berkaitan dengan
keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi
untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang(Laihonen & Méntyld, 2017)
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Transparansi Kebijakan

Publik (X1) -
Kualitas Laporan
Keuanagn (Y)
Pengawasan Internal
(X2)
Kompetensi Akuntan (M)
Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi yang
akan diteliti dalam penelitian ini ialah pegawai BPKD (Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah) kabupaten Pandeglang yang berjumlah 39 responden yang
bekerja dibagian akuntansi dan keuangan dan semuanya dijadikan responden.dengan
data primer dengan skala likert dibantu dengan SPSS dalam pengolahan data dan
pengujian statistik. Keterbaruan dalam penelitian ini pada variabel kompetensi
pegawai, mengembangkan (Spencer & Spencer, 1993) dari 5 Indikator yaitu Watak,
motif konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Dikembangkan menjadi 7 indikator
yaitu target capaian dan lingkungan Kerja

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Insrumen penelitian sudah lolos uji validasi dan reliabilitas dengan tujuan
untuk uji validitas dapat digunakan untuk mengetahui hasil, kesesuaian dan
keabsahan teori yang digunakan, sedangkan reliabilitas dapat digunakan untuk
mengetahui kekonsistenan hasil dalam waktu, tempat, peneliti dan di berbagai
bagian uji itu sendiri (Ghozali, 2019). Hasil penelitian membuktikan bahwa sampel
penelitian terdiri dari 70% berjelnis kelamin laki-laki dan 30 % perempuan, 95%
sudah berpendidikan S1 dan hanya 5% yang s2, pengalaman kerja 40% lebih dari 5
tahun 30% memiliki pengalaman 3-5 tahun, dan 30% dibawah 3 tahun.

1) Transaksi kebijakan Publik berpengaruh signiflKan terhadap kualitas
laporan keuangan
Hasil penelitian membuktikan dengan nilai signifikansi 0,045 <0,05 artinya Ho
ditolak Ha, Transparansi merupakan pilar dari Good Governance dan good
government. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi menjadi entry point
penting bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga dengan mudah
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dapat melakukan check and balance terhadap tata laksana kegiatan yang dilakukan
pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi kebijakan publik dalam
menyelenggarakan dapat menjamin akuntabilitas pembuat kebijakan kepada
masyarakat dan hal ini akan mencegah terjadinya korupsi. Semakin berjalan dengan
baik pembuatan pelaporan maka kualitas laporan keuangan akan lebih meningkat.
Penelitian ini sejalan dengan (Hamsinar, 2022) menyimpulkan bahwa transparansi
kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Lastri
& Gunawan, 2020) menyimpulkan transparansi kebijakan publik berpengaruh
signifikan terhadap kualitas APBD. Hamriani et al., (2021) menyimpulkan
transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pemerintah
daerah

2) Pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian membuktikan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap
kualitas laoran keungan hal ini terbukti nilai signifikansi 0,049<0,05, sehingga Ho
ditolah Ha diterima. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat dalam organisasi itu sendiri (Zamzami et al., 2021;Rivai & Mulyadi, 2012).
Wewenang dari sistem pengawasan intenal memiliki akses terhadap seluruh
dokumen perusahaan, memonitoring dan melakukan evalusi tindakan tindak lanjut,
memonitoring dan evaluasi tindakan tindak lanjut, meminta rekomendasi,
melakukan pengenbangan, memiliki wewenagn mengembangkan instrumen kertas
audit. Berdasarkan tabel 5.10 dapat ditunjukan bahwa taraf signifikansi level sebesar
5% atau a = 0,05, df 39-2 = 37 dihasilkan t tabel = 1,687 (lihat lampiran). Ternyata
t hitung > t tabel atau 4,097 > 1,687, artinya hipotesis alternatif (Ha) diterima, dan
(Ho) ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pada pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini
membuktikan bahwa hipotesis alternatif awal sesuai dengan pengujian hipotesis.
Dengan adanya system pengawasan internal yang baik bertujuan agar terhindar dari
kecurangan yang mungkin bias terjadi dalam melakukan pelaporan keuangan, agar
terciptanya laporan keuangan yang andal dan berkualitas Karena jika pelaporan
keuangan yang disajikan dengan transparan maka akan semakin baik. Penelitian ini
sesuai dengan penelitian (Zai et al., 2022)) bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja dengan efektivitas
angaran. Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan kurva penolakan dan
penerimaan Ho yang dapat dilihat pada gambar diabawabh ini:

3) Kompetensi akuntan memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik

terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi pegawai membukikan dapat memperkuat atau memodrasi pengaruh
tranparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini
membuktikan bahwa kompetensi pegawai merupakan kemampuan dalam memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan oleh lembaga. Pegawai yang kompeten
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dan adanyanya kompetensi
pegawai dapat memberi semangat untuk mdorongan yang kuat untuk melakukan
publikasi. Publikasi bagian ari transparansi kebijakan. Semakin luas transparansi
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maka akan tercapai indikator kualitas kinerja pemerintahan termasuk kualitas
laporan keuangan.

4) Kompetensi Pegawai  memoderasi pengaruh pengawasan internal
terhadap kualitas laporan keuangan
Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pegawai tidak
dapat memoderasi pengaruh pengawasn internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Dengan nilai signifikansi 0,880>0,05 dapat disimpulkan bahwa HO diterima HA di
tolak, Kompetensi pegawai adalah kemampuan personal dari setiap pegawai yang
mumpuni untuk melaksanakan kewajiban yang diharapkan( Kismono, 1999),
sedangkan pengawasan internal tidak hanya sekedar pegawai yang kompeten yang
dibutuhkan tetapi ada hal yang lebih besar seperti adanya sistem yang terstruktur dan
komitmen organisasai yang kuat sehingga kecurangan yang terjadi tidak dapat
dilaksanakan karena sistem yang kuat, kompetensi pegawai bagaikan dua mata pisau
yang harus di sertai dengan kontrol lembaga atau kontrol pemerintah pusat dan
daerah agar kompetensi lebih dapat terarah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengawasan internal berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan komoetesi pegawai mampu
memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan
keuangan tetapi kompetensi pegawai tidak dapat memoderasi pengaruh
pengawasan internal terhadap kualitasnlaporan keuangan

2) Saran

Rekomendasi yang diberikan

1. Bagi instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Pandeglang. Kompetensi pegawai menjadi faktor penguat pengaruh
transparansi kebijakan publik sehingga kompetensi pegawai perlu di
tingkatkan mulai dari perekruran dengan sistem yang tranparansi dan benar
benar pegawai yang memenuhi syarat secara kualifikasi tidak ada unsur
nepotisme dan sejenisnya, Transparansi kebijakan publik menjadi penting
dilakukan dengan berbagai tehnis, terlebih transparansi kebijakan dipublikasi
dengan merata maka perlu peninjauan kembali apa sarana prasarana sudah
terpenuhi secara merata seperti meratanya sinyal internet diseluruh daerah..

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya diharapkan ada
penambahan sampel yang cocok di SKPD lain lebih baik studi komparatif
dengan daerah lainnya agar hasilnya lebih maksimal
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